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WALIKOTA PALOPO 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 

NOMOR 56 TAHUN 2016 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PBifGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA KOTA PAL0P0 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 
Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
maka perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota 

Palopo. 
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di 
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
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j. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo; 

k. Unit Pelaksana Teknis Badan disingkat UfYI'B adalah Unit Pelaksana 
Teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kota Palopo; 
I. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palopo; 
m. Rincian Tugas adalah kewenangan yang melekat dalam Jabatan 

Struktural pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kota Palopo. 

BABII 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia , terdiri atas : 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat, terdiri atas: 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; 

c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Infonnasi, terdiri atas; 
1) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian; 
2) Sub Bidang Data dan Infonnasi; 
3) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN. 

d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas; 
1) Sub Bidang Mutasi; 

2) Sub Bidang Kepangkatan; 
3) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi. 

e. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Sumber Daya 

Manusia Aparatur, terdiri atas; 
1) Sub Bidang Penjenjangan & Sertifikasi; 
2) Sub Bidang Fungsional dan Diklat Telmis; 
3) Sub Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan 
g. Jabatan Fungsional. 
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Paragraf 3 

Sub Baglan Perencanaan, Keuangan, Evaluasi 
dan Tindak Lanjut 

Pasal 7 

(1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris; 

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak 
Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan 
dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat 
laporan dan mengelola Database Badan dan Tindak lanjut basil 
pemeriksaan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak 
Lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas : 

a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan 
kegiatan; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas 
dalam lingkup Sekretariat; 

d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan 
akuntabilitas kinerja; 

f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen 
keuangan; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; 
h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; 
1. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan kegiatan; 
i. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; 
j. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 
k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 
I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan 

Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Bagian Keempat 

Bidang Mutasi dan Promosi 
Pasal 12 

(1) Bidang Mutasi dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kepala Badan; 

(2) Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, mempunyai Tu.gas Pokok 

merumuskan, merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, 
dan memverifikasi proses mutasi dan promosi jabatan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai Fungsi : 

a. Perumusan kebijakan mutasi dan promosi; 

b. Penyelenggaraan proses mutasi dan promosi; 
c. Pengkoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi; 
d. Verifikasi dokumen mutasi dan promosi; 
e. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan mutasi dan promosi. 

(4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai Rincian Tu.gas: 

a. menyusun dan merencanakan program kerja Bidang Mutasi dan 
Promosi; 

b. merumuskandan melaksanakan kebijakan mutasi dan promosi; 
c. menyelenggarakan proses mutasi dan promosi; 
d. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi; 
e. melaksanakan Verifikasi dokumen mutasi dan promosi; 
f. melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan mutasi dan promosi; 
g. melakukan pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk 

pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil 
kerjanya 

h. membuat laporan basil kegiatan sub bidang fasilitasi profesi ASN 
serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk 
menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; 

i. menilai prestasi kerja bawahan; dan 
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 

Kepala Badan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 
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j. membuat laporan hasil kegiatan Bidang Pengembangan, 
Kompetensi dan Penilaian Sumber daya Manusia; 

k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 
I. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 

Kepala Badan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Paragraf 2 

Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi 
Pasal 17 

(1) Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi dipimpin oleh seorang 
Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian 
Sumber Daya Manusia; 

(2) Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi mempunyai 
Tu.gas Pokok : merencanakan, melaksanakan, membuat daftar 
kebutuhan diklat penjenjangan dan memproses usulan peserta 
sertifikasi sesuai bidang keahlian. 

(3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi, 
mempunyai Rincian Tugas : 
a. melaksanakan program kerja Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan 

Sertifikasi; 
b. menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan; 
c. mengusulkan data calon peserta diklat penjenjangan; 
d. mengoordinasikan usulan peserta sertifikasi sesuai bidang 

keahlian; 
e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama diklat penjenjangan; 
f. memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan sumberdaya 

manusia aparatur; 
g. mendistribusikan tugas dan pemberian tugas serta membimbing 

staf, memeriksa, mengoreksi dan mengevaluasi hasil kerjanya; 
h. membuat laporan hasil kegiatan sub bidang Diklat penjenjangan 

dan sertifikasi; 
i. menilai prestasi kerja bawahan; dan 
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BAB VII 
PE NUT UP 
Pasal 28 

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 

21 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Rincian Togas Jabatan pada 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

Pasal 29 

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Palopo 

pada tanggal 2 Desember 2016 

WALIKOTA PALOPO 

. JUDAS AMIR 

Diundangkan di Palopo 
2 Desember 2016 

S DAERAH KOTA PALOPO, 

H. J LUDDIN 

BER!TA DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 

2016 NOMOR 56 



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
NOMOR 56 TAHUN 2016 
TANGGAL: 2 Desember 2016 
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DA¥A MANUSIA KOT.A P.ALOPO 

r----------------------------- 

JABATAN 
FUNGSIONA!L 

KEPALAt 
BAD AN 

I 
SEKRETARIAT 

I { ----------------------------------- I I 
SUB BAGIAN SUB BAGIAl'I 

UMUM DAN KEPEGAWAlAN IPERENCANMN, KEUANGAN, 
EVALUASIIDAN TINDAK 

LANJUT 

I I 
BIDANG BID ANG BID ANG 

PENGADAAN,PEMBERHENTIAN MUTASI DAN PROMOS! PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN 
DAN INFORMASI PENiLAIAN SUMBER DAYA MANUSii\ 

I APARATl!JR 

SUBBIDANG SUB BIDANG SUBBIDANG 
PENGADAAN DAN >--- MUTASI PENJENJANGAN DAN - - 
PEJMBERHENTIAN SERTIFIKASI 

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG 

- DATA DAN INFORMASI � KEPANOKATAN - FUNGSIONAL DAN DIKLAT 
TEKNIS 

- SUBBIDANG SUB BIDANG SUIIBIDANG 
FASILITASJ PROFESI ASN � PENGEMBANGAN KARJEJR - PENGEMBIINGAN, PENJLAIAN 

DAN PROMOS! KINERJA DAN PENGHARGMN 

;i' 

UPTB 
WALIKOTA PALOPO 

M. JUDAS AMIR 


